BUPATI SUKAMARA
PROVINGI KALIMANTAN TENGAH

PERATLRAM BUPATI SUKAMARA
NOKMOER 2 TAHUN 2023

TENTAMG

ALOKASE BAG] HASIL PAJAK DAEFAH DAN RETRIBUSI PAERAH

Menimbuang

Mlergingal.

KERPADA DESA TAHUN ANGOARADN 2023

DEMCGAN RAITKRIAT TUITAN YANG MAHA FBA
BUPATI SUKAMARA

buhwsa dalam ranpgka melaksanakan kelentuan Pasa]l 97 dan

Pasal 99 Peraluran Pemerinlah Nomor 43 Tahun 2012 lenlang

Peraturan Pelaksanasn Undang-Undang Nomor € Tahun 2014

sebagoimana telah beberapa kali dinbah  teralchir denszan

Peraturan Pemerintah Nomeor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan

Kedlua Ales Peraturen Pemenntah Normoer 43 Tabun 2014

lenlang Perafuren Peleksanaan Undeng-Undeng homar &

Tahun 2014 tentang Desa, perla menetapkan Peraturan Bupati

tentang Alokasli Bagi Hasil Pejak Dacrah dan Retribusi Dacrah

Kepada Desa Talmn Angzaran 20033,

1. Undang-Undang Momor 5 Tahuen 2002 rentang Penthenmkan
Kabupalen  Kalimgan,  Rabupalen Seclyan, Kabuparen
Sukumara, Eabupalen Lamandaa, Raboapalen Gunone bas,
Eabupatcn Dulang 1hzau, Eebupaton Murung Fava dan
Kabupatcn Bante Tiour di Provins: Halimantan Tonpah
[Lembaran Negaras Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahat Lembaran Negara Hepublhik Indonesia Nootoe 4 15();

. Undang-Uncbang Noemor 22 Tahon 2009 tenlang Pogak
Ducrah dan Relnbusi Dasrah [Lembaran Negars Bepublik
Indoncsia Tahun 2009 Nomor 130, Tambshan Lecmbaran
MNegara Republik Indonesia Narmor S04

3. Undanp-Undang Nomor & Tahwnn 2014 tentang Desa
(Lermbaran Negara Republik [ndeoesia Tabun 2014 Momor 7,
Tambwhan lenbaran Megam Reprublik Encdonesia Nomaor 5995);

4, Undanp-Undang Nomer 23 Tahun 2014 {enlang Pemenrdaharn
Daeralh (Lembaran Megara REepublik [ndonesia Tahun 2014
Momor 244, Tambshan Lembarsn Mewsra Bepublik Inclonssia
MNeomaor 3387|, schagaimana telah dinbah beberapa kah terakher
dengan Undang-Undang MNomor 9 Tahun 2015 wotang
Perabahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tenteng Pemerinlahan Drerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara
Repulblik [ndoncsia Nomor 5679);
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Feraturan Pemerintatr WNoemoge 43 Tahan 2004 lendang
FPeraluran  Pelaksansan Undanp-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tcntang Desa (Lemboran Negara Republik
Indonesin Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Wegara Republil Indonesia Noanor 5539, sebapaimana telzh
beberapa kali divkab rerakhir dengan Peraturan Pemeriniah
Mummor |1 Tabiun 2019 lenlang Perubaboan Kedus Alas
Peraiuran Pomoernnteh Nomor 432 Tahun 2014 tontang
Feraturan  Pelaksanaan Undang-Undang HNomor 6
Tabun 2014 tentang LDesza [Lembaran WNegara Republik
[ndonesia Tahun 2019 MNomor 41, Tambahan Lembaran
Megara Republik Tndonesia Nomor 632 1}

Peraluran Mentern Delam begenn Nomor 20 Tehun 2018
terlang  Pengelolsan Keuvangan  Dess (Benfa Nepars
Eepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611];

Peraturan Dacrah Kabupatcn  BSBolksamara  Momor 5
Tabun 2014 tentang Pajak Daerah {Lembaran Dacrah
Krhupaten Sukemara Tahun 2010 Nomor &)

Peraiaran  Daerah Kabupaten  Sukamara  homar 12
Tabun 2010 tentang Fesn Perolehan Hale Alas Tanab dan
Bangunan (BFHTE] [Lembaran Daersh Kabupaien
Sukamara Tahun 2010 Nomor 1.3);

Perturan Daeralh Kabupaten Sukamara Nomor 10
Tabiin 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkolgan {(Lembaran Dacreh Kabupaten Sulkamarn
Tahun 212 Nomor 10, Tambaban Lembaran Daersh
Habupaten Sukamara Momor 16},

Feraturan Darrah Kabupaten Swkamars Nomar
Tahun 2020 tenang Retribusi Jasa Umum  {Lembaran
Daerah Kebupaten  Sokameara Tahun 2020 Nomer 1,
Tarmbahan  Tembaran Daerah Kabupaten Sukamara
MNomor 7 1);

Peraturan  Daecrah Ksbupalen  Sukamara  Nomor 2
Tahun 2020 wntang Hetnbus) Jass Usaha  (Lemnbacan
Dzerahy Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 2,
Tambaban Letnbaran [Daerah Kabupaten Sukamars
MNomor 72):

Peraturan  Daerah  Kabuparen Sukamara Nomor 11
Tahun 2010 tentang Relribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Dacrah Rabupaten Sukamara Tahun 200100 Neonaor 114,
sehapoimana  ielah dinbah denpan  Peraluran  Deerah
Kabupaten Sukamara Nemor 4 Tahun 2017 renlaog
Pervbhahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara
Momaor 11 Tahun 2010 tentang Betnbust Penzinan Tertenio
{Lembaran Twerah Kabupaten Sukamara Tabun 2017
Momor 4, Tambahan Lembaran Dacrah  Kabuputien
Sukamara Nomaor 44);



13, Perablran  [Daerseh  Kabupalen Sukamaras Nomor 162
Tahun 2022 tentang Anggaran rndapatan dan Belanya
Daeraly  Kabupaten Sukamara Tahun Angparan 2023
[Lembaran Daerah Kabupeten Subkemara Tabun 20232
fomine 16,  Tambehatt  Lembacan Dasrah Kabopaten
Sukamara Normor 96);

MEMUTLUISKAN ;

Menctapkan © PERATURAN BUPFATI TENTANG ALOKAS] BAGL HAEIL PAJAK
DAERAH DANM HETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN
ANGGATAN 2023,

BAB |
KETENTUAN UMLUM
Yasal 1

Dalam [eraturan Dacrah i yang dimaksad dengan s

1. Bupad adalah Bupati Sukamara.

2 Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.

A Pemenntahen Daerah adalah penyelenpgaraan umisan
pemnerinizhan aleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyar dacrah menuril asas olonomil dare tugEas pembaniizan
dengan prinsip otonemi  seluas-laasoys dalam sistern dan
prinsip MNegara Kesartuan Reopublik lndenesia sebapimans
dimaksud dalam Undang-Undang LDasar Negara Fopublik
levdnesia Tahun 1945,

4, Pemerimlah Daerab adalabh kepala dasrabh sebagal  wnsur
penyelenypars Pemernlaban Deersh vang  memimpin
polaksanaan wussn pemenntahan vang menpdi Keweneogan
daerah ctonom.

5. Kecamatan adalah wilayah kerjz Camar scbhapal Perangkat
Daerab Kahupaten kota.

G, Desa adatah kesatian masvaraleat hukam yang memilik batas-
batas wilavah yang berwenang untok menpeur dan menguras
kepentingan masvarakat sciempat, berdasarkan asal vsul dan
adat istiadat sctempat yang diako dan dibormal dalam siatetn
pemerintahan Nepara Kesatnan Hepublik Indenesia,

7. Pemeriniahan Desa adalah peonyclenggarsan . wrussn
pemerintahan olelh permerintah Desa dan Badan
Pormusvawarylan  Desa dalam mengarmr dan mengurus
kepentingan masyarakal selempat herdasackan asal usut dan
adat iztiadat sstempat yang diaku dan dihormad dalam
Sistem Pemcrintahan Meogara Kesatuan Repuhlik Indonesia.

8 Pemerintah Desza adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa

sebagal unsur penvelenggaraan Pemenntatian Tesa.

9, EKepala Desa adalah Kepala Pemernintah Desa vang digalib

langsung oleb dan dari penduduk desa Warpa Negura
Republik Indonesia metalui pemilihan Kepala Desa.,
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Comat adalabh pemimpin dan koordinator penyelenpgaraan
pemetintahan o wilayah kerja  kevamatan  vang  dalum
prlaksyndan fugasnya memperclch pelimpahan keweonangan
pemenntahan dan Bupatl untuk menangani scbapian umsan
otonomi  daerah, dan penyelenggaraan  tupas  wmam
pemenntahan.

Badann Permusyvawatraftan Dess selanjutnva disingkat BPD
adelah Lembaga wvang merupaken peraujudan demokras
dalam penyclengparaan Pemerintaban Desa sebapal unsur
penyelenggara FPemermtahan [Dess.

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga vang dibentuk oleh
tnasyarakat sesual dengan kebutuhan dan meripakan mitra
prmerinlah dess delam memberdavakan masyaralat.
Fekening Kas Desa yoang sclangjuinya disingkat RRKTY adalah
rekening tempat menyunpan uang Memenntahan Desa vang
menampung seluiuh pencrimaan Desa dan untuk sclurueh
penpeluaran Desa pada bank umnm vang ditetaplkan.

Aparal Pengawasan Inlertt Pemecinteh Kabuparen adalah
[nspektoral Daerah Kabupalen Subamara.

Dana Pecnmbangan Keoangsn antara Pemennlah Pasal dan
Femenntahan Dacrah  adalah sustu sislem pembagian
keunangan wyang adil, proporsional, demokratis, transparan,
den  efisien dalam rangka pendanaan  penyelengaraan
eleserralisasi dengan memperlimbangan potensi, kondisi dan
kebutuhan dasrah serta besaran pendanaan dekonsancras
dan rugas pembantuan.

Dana Perimbangan Keuangan Dacrah dan Desa adalah dana
vang bersumber dari penerinaan Angsaran Pendapatan dan
Belanja Daerah  yeog  dialokasikan  kepada desza  untuk
membiayal kebuluhan desa,

Angparan dan Pendapatan Deerah yane selanjutoya disinglat
APBD adalah Rcnecana keuangsn tahunsn pemerintzh duaersh
vang dibahas dan disctojui bersama olch pemenntah daerah dan
PRI serta chretapkan dengan peraturan Daerah,

Alpkasi Nana Bagl Hasil Pajak dan Betribast adalah dana yang
dialokasikan oleh Pemennlah Dacrab untak desa yang
borsumber dari bagian dana Hasil Pajak dan Retnbusi Daerab
vang dimaksudkan unouk memperkuat  kenanpan desa,
dengan  tujuan ook meningkatkan penvolenggaraan
pemernntzhan desa,  pembanpunan  desa,  pernbinaan
kemasyvarakatan desa, Jdan pemberdayaan masvarakar desa
zesUal dengan Kewsnangannys,

Anggaran l'cndapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disingkat dengan APBDesa adalah rencana keusngan lahunan
pemerintahan desa vang dibahas dan disetupy bersama oleh
pemeriniah desa dan Badan Permusvawsratan Desa, daen
ditetapkan dengan Peraturan Desa.
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Pajak Daerab yang selanjutoyva  disebut Pajak adalah
korilaiss waliby kepads Daerah yang lerutang oleh orang
pribadl atouw badan wvang bhersifar memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan scoara
langsung dan digunakan untuk keperluan Dacrzh bagi
seberar- besarnya kemaknmran raloag.

Relriliusi Daerab, vang selanjutnya diselnot Retribusi, adalah
pungutan  Daerah  sebogst pembayaran alas jess a@Ed
pembenan 2n terteniu veang khusous disediakan danfarau
diberikan olch Pemerintah Dacrah untuks kepenunpan ortang
pribad: atau Badan.

Fajak Daerah dan Retribusi Dacrah wvang =sclanjutnya
disingkal PDRD adalsh Pojak Daerah dan Retribusi Daeral.
Peroturan Desa adalah Peraruran yang dibuat oleh BPD
bersamea Kopals Diesa,

Fengelolaan sumber pendapalan dan kekavaan desa adelah
proses dalam  pengaturan dan pPerenCHENAsn  POEEANEATL
petghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan desa.
Kekayvaan Desa  adaleh  segala  kekayaan dan  sumber
penzhasilan bapE desa vang bersanghkatan.

Bendaharawan Desa adalab kepala urusan kKeuangan desa
dan atau staf sckretanat desa yanp diangkal dan difelapkan
dengan  Keputusan Kepala Desa untuk  melaksanskan
pehateusahaen keuangan [esa,

BAB 1]
RINCIAN BAGI HASIL PTIRD

Fasal =

Besarniya bagi hasil PDRD dislokasikan paling sedikac 10%
[sepuluh persen) dari proyekst realisasl prnenmaan hasil
PORD Fahun Angparan 200275,

Alokasi Bagi Hasil) PRIRD sebapaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan scbesar Rp 1030427 412,48 [satu milyar tiga

puluh juta empat ratus dua puluh lujub cibu empat ratus dua

Lelas rupiakh empat puluh delapan sen).

Penpalnkasian bagian dan hasil PDRD sebagaimana dimaksud

pasda ayal [1] dilakukan berdasarkan ketenluan:

a. Alokasi Dasar sebesar H0% (enam puluh perseratug] dan
total recalisasi PNRT Kabupaten dibagl secara meoratsa
lkepada sclurih desy; dan

Ii. Alnkasi Formula sebesar 40% [empar pualuh perseratus)
dibagi zecara proporsional dari realisasi penerimaan hasil
FDRD dari desa masing-mdsing.-

o
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Alokas Formmula selisp desa schagaimans dimaksud  pada
aydt {3] huraf b mongpunakan Kealisasi Penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan darn Perkotaan.

Fumus perhitungan Alokasi Bagi 11asi] PDRD vaitu:
Aloleas Bagi [asil PODRDx = AD+[ RPPDRED:EPPREDK *AF )

keterangan :

PDEDx  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Desa x
ATy o Alodas Dasar

RPPORLE 0 Realmas) Penenmaan PORPk

EFPDEDE . Healisasi Penenmaan POED kabupaten
AR : Alekasi Formula

Besaran  bag bhasil PDRD bap 29 Desa,  sebagaimAang
lercanlum dalam Lampiran I dan Lampican H yane merumkan
bagian tidak tempisahikan dan Petaturan Bupat int.

BAEB I
MERANISHME PENYALURAN

FPasal 3

Penyvaluran dana bapgi hasil PDRD kepada desa dilakukan

melaiul pemindabbukuan dari Rekening Kas Umuom Daerab

ke Hockening Kas Dhesa (RED).

Penyaluran PRI ke BED  sehagumeanaz dimadkesud  ayat (1)

dlilaksanalean secara bertahapy, dengan ketontuan sebagal berilaut:

a. mhap [ paling cepat bulan Januan dan paling lambat mingea
ketigg bualan Jurn sebesar B0% [delapan puluh persen).

b. tahap II paling cepal ulan Juni dan paling lambat mingga
kectiga bulan Oktober sehbesar 20% [dua pulgh persen.

Penvaluran PORD Tahap 1 dilakukan setelah Kepala Desa

menyampaikan :

a. Peraturan Desa mengenal AFE Desa; dan

b. Laporan reslizasi penverapan dan capalan output Cans
bagi hasit PDRD tabun anggaran sebelumnya.

Penvaluran FDRD Tahap 10 dilakukan serelah Kepala Desa

wenvampaikan Laporan reslisasi penyerapan dan capalan

nutput PORD sampai dengan tahap L

Foomal laporan  realisasi penyerapan dan capalan oolpud

Dana bagl basil PRDRD sebapaimana dimaksud pada ayal [2)

hurul b sebagaimana rercanmitn dalam Lampiran I vang

merupakan bagian lidak terpisahkan dari Perataran ini



BaB 1¥
PENGGUNAAN DANA

Pasal 4

(I} Dana bagt hasi! FDED digunakan wantuk meningkatkan
penyelengparaan peomenntahan Desa, pembangunan Desa,
pembinaan  kKemasyarakatan Desa  dan  pemberdevaan
masydaralal Dese sesuat denpgan kewenangan Desd.

(2} Pengplinaan  dana sebapaimana imalesoud  pada swal 1)
dignparkdan dalam AFBDoss,

BaB v
PERTANGGUNCGTAWARAN

Pasal

[T} Prrranggungjawaban  pengranaen dana bagi hasil PDRDRD
merupdalkan salu kesalusan  dengsn poerldanERUETIE A wabEn
APBTzsa,

(2} 'cmerineal Desa wajib menyampalkan laporan
pertanggungjawaban penggunsan dana bagi hazil PDORD
hepada Bupan melalun Camat.

Pasal G

Dalam hal Kepala Desza tcrlambat ataun tidak menyampsikan
laporan perlanggungiewsban rahon anggaran sebelumnya
schapaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayas {2), Bupal: depat
menunda peovaluran dans sampal dengan dhsampeaikany s
faporan perranggungjawaban penggunaan dana bagl hasi PDRED,

BaB VI
FEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal ¥

(1) Camal wajity melakukan pemlinaen, memtoring dan evaluasi
terhadap pengrunaan dang bagt hasil PIDET.

{3) Penpawasan menvangkut pengelolsan den pengplinaan dana
bagr hazil PDRD dilakukan olch Aparat Penpawasan Intern
Pemerintaby Kabupatet.



BAB VI
KETEMTUAN PTENUTUF

Fasal &

Peraturan Bupali ind mylad berlaku pada tanggal dinndangkan.
Apar setiap orang mengelahuinya, memerintablkan pengundangan
Peraturan  Bupati inl denesan  penempaiannys dalam Berita
Daerah Kabuparen Sukamara.,

Ditetapkan ol Sukamary
pada tangeal 7% Jznnari 20034

BUPATI SUKANMARA,
tkd

WINDL: SLBAGIO

Diundangkan di Bukamars
pada tanggal 25 Jdoncari Z0E3

SEKRETARIS [FAEREAH
KABUPATEN SLUEAMARA,

ied

RENMLY LESMANA

RERITA DAERAIT KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NORMOE 2




THEYENE SOl

e - S R
_?u-'uﬂz_.nn'm L LR ET RITEE I L
[EA R B TH 1T L H R TRt L Y -'.-_.-I r
"YHYRYHIG [L¥408 W} " AEE "L Bb Ty Uy
TE LAz GHI- 205l T T T WK e TR T RO IEMETY N
nd"uu-u oARERL_ | _ ynade| qeded jran- 1 ﬂ'l_ LYEXEE ||:l'|..j Eg:a.el_luu__i.i %luﬁl..l“:
e '-l:! LI B W
=y o LD X T TR
ﬂ-l:lﬂ- 02k Fod N Tl N TR E T wmr LAl il RN s T T T T Py
TEb| ULk L A T R e T T LIV T T Il
Lkl G BT AR A TN M.t T e : EETR L]
E-‘Ell:" cE AL R ERR 3 pE B apst U e ST TN TN o
R L T LGP EQT &% AT RIE ., e Framal BN T
LR Ry | Tk HEH E'l:"l'.l 5z IHE L7 l:- ey R - Tk I g -
Rile G 51 ERR B L3 Y IO el i AT eI i N R e i
JHLERLL F¥ LIE PEUEE EndBEn W £ B P = — L LR LT R A O P
ey e T [ [FUnedne . AN ELl 1L EE LA LT "Rl T HE e T oo
T LI TR Lo A IE P B TR RS Wil A T L e T
L NRDLAL ST bE bR L) G LR TE LI o LI A, el FCL p 4T P i
V102 Vo a O IR EGE G A Lt B AIID AUHE ICIRnE LTS BT T, T
by v 2F T 1T 1079 ARL € arl T FFRL i s TLE UL TrAmvdE LA T s GRS T S
ES2 DY) e B B LT GIEEER -y L 1S e vaerwcaeva 7] FrareasaiceT T
e T 2Rl wteny 7 | SERTUELT oI Y SHIR R 7 1dE Luay oy =l
AT ] N T OEC BET_ e | CRIR Rz oA ZOJE AN £ Hi
EH‘FE“'-"-'-'N SUChE Al Bl ..U."' EXHT ] w1V SEIT CIAATE er
LR Bl [ R [ ) -:.I:I} I",-‘:. E Te-Figs PR ] ST LU sn Il
I:|"|' o LT T ALy LLE FL LR R =L LUt AL ETFAC T T T TN AR - Tt Lomndu Iy
Ip? Ged tb FUORE VTR TLA 0 CT he WES Wl o0 rreew | 7 | Pl P PR I R R v
[ AN HAEA TN R A bEk frEa e N T e LNy LR T
LT r L I TROThE LwR ol db% Dl 14ra 1SRG " Fm1 E. i I'|'\||"|| T P Sdanry A
| BE TR ET OCZIC SEIAL NG ae0r Tua T AT e B PR YT R
e G E LT TeRCISE T 4w Th L [y T A wisr| A oeaams -
R ECEE F1UEC] B s L e ET S e ek tio b KAl L1 S
'El:-_l:!'_l_:?.'.":l.’: LA A LTS G HIPETE T | rﬁl-.f___"  E AT [N e R 6w W e ] R i -
AULLERT0L T fik IR T [ 1 mge : por el C 0T T FRAALS ER NI
At Ea sk 2ELLE gL U ThL LEATLE E AETED (] T T emive s LT LS g
fiE o T TEREG EGY LY il bEET T [ T ik z R =R [T e r
406G R D ERAE FEY e T 114 b b HE AR 1P WY wempet | s oy e -
TR [ S oy b ats THi i [ i
Iw“l;wu;.‘;l:;::; mfa E:'::‘I:‘ll g WM H] HLEIrY TeqEg ';I'dtu:'-'_::::; dmmmry rumephpg AT mEmry - r———y ymdupp mprry AL

CEDE NVHYT-HIY KMUYL VIFEANE WL YA
EHAYH] Hvawa TIeYE 0098 WVHTTY

A 10 A 1 s 1 e T
MR TH] E LR e H

W el SR U EVHC Ty TR LHEL
ERGE MHEL 7 AnHOw

WIS IS LLVLOR e

1 dwdhiprl




LAKTR~R [
FERATURAR FLURATI SLRnM A 20
MOMAOFE 2 TAHL W 2033

ALUHAN] PG BARLL AETRIACHE] ORCEAN

FRARTPATEN dU7HAMMAAA TAHLUN AbHkRAN drd3

TZWNTASD ALGEAS]D 2] 113510 23, ap
A RIETR.DU LAERAS TAE LN
u.?_..r...__I...w.. Pl

IWAFRA-

Edat FEE \Lanil Faygo 3ag] Hea®
Hi. Baram Ina Alalrnl D Tubea Rk :.-ih”_._-._ui.-i.r Actrbanl Csarmk
L - -
¥ o sEwAL 4224500120 A I Fas i) T8 T MR
4| mLd M ana A4 .._al....d..._ R 11 I ..u_,..._n L 1g®as
1 AAFTAHLL L AR £ TR R ok LR R
- AlLEhkLI4 I TN BGy [TETER: _..._,.._..m. 134,05
g FackabalaH Lilihisl nA - TR T aGag.asy b 5.7 ALED PRI LN
[ FEIAF SWD Lt .......1 dk HAN qr T TR g 1|
: ML . RS L U100 £.77d 56N T B PrESAT]
" I CIRErTET R Th 232370 GdFR ) AT 0
vl ST (L 1AL — 1T Rao S A At i Tl AN
o P R Tt = IN.754 HI = oz ..._ NN LT AN fare Ay |
i ul LA PR s s 13205 5.0
7 ¥ n __aReTaal R 15437.680,00
' Al | %4, dAnu GO oo a9 A
i Eslal ki __ u s =T = LB O
= [l | LR | P JAl e G 4R FTE id 1 m.m."_ Fia
ir a HERUKIEG EARL LTt itk R R T T e
? I ENTNE N __r.r..,._-..__._ L: 7 A Al | 9514 137 | f4 ZE7 .ml_m. o Ly gay [
. PO Mg S [ P +EA N1 B.E3) A0 BT IR A 1ty 2
i o R I T TR HLHOAL Dl AR oG 15214045 A SE ALAD i (At O o
o bl Thlil. A IR 24521 AR TR T TE5 425,00
I T g O UHE G T e
5T : ST g ' 1. Oy 1
. | £ BT YT OEE X T T TR T
Pk 1, _“.iae_ ITINATA LT LS |KCSAN AN XA 364 A LA 1 A RS A
] W Tawnh Fard } L0 v T Gaasarsy
e R s ) dddoen | _ A TN Dnb
i i o I L LT EE E 1A LAIE
. - LG TR [ [Tk B H R
| s SATAL o KL 4 fid 0T IW e A il ] BAad6 a0
s Ewilng. e .._. .u.u.._._..hw.m.ﬂ L E N T | oty I et By
Fural L&D, 7ol T BT 7R a68 JEVAAT 413 400 267,947,413 Cel}

35" Sy, ......__..:_?._Eu 1 T L Nl v

_.u..._.-._._ Srskans Llwwir e, A e

1m Iarreil

IS -4l s
T 24T 412
n_ chimdar

.__._.. 'Tral gy Bt [l g, Zarmr,

Tomal [ape Mg = s, W

_t._ THE AT
A
107.1Th 53

Aumldn Pram

£

BUFAT] STEAMARA,

WINDL SEMEA D




LAMFPIRAN LI

FPERATURAN BUPATT BUKAMARA
NOMOR 2 TATIL N 2023

TEMTAMNCG ALOEAS] PATAK
DAERAIT DAN  RETRIBLSE1I DAERAH
TANUN ANGGARADN 23

Formoi Loporan Realisesi Pengounaon Bogion Ded Hosid Pojok Doergh don Betribnst
Daergh

LAPORAN REALISAS] PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETHEIBEUE] DAERAH
SEMERTER ... TAHUN ANGUARAMN ...
PEMERINTAII DESA..............

KLCAMATAN
KABUPATEM JEOTA

Papu Desa Ry,

TREREE S ShES JURMLAH JUnMLaH 3
KODE TANGEAL | ppvpRiMasn [PRNGELUARAR | SALEOE - pog
REKENING URALAN BLETT DEHET |Kp.) IKEEDITI IRz
s PENYALLIRAM W IRE.]
|22 L |
T r T 4 E | &
1 FEALAFATARN
T 2 Pendepaten Tronafer i
L [z oz Bagian Do Hasil Fajale dan
Fetribusi Mirrah Koty Ralu .
- I | BELANIA BANTUAN KE |
LEGA
2 L Bidang l’injreknggamnn
Femarintabhan Deaa
2 1|1 KEgialum e
[ a | |2 Kegiatam ..., )
2 [ Beowiatan ... ...
2 4 Kmpuilam
- - —
2|2 | Bidang Palakasnaan n T
' Pambangnnan Desa
b
P 211 Fepugtan .
& i Femetin s
"l ol G - - [ 1
2 a ' Bldang Fembiosan ]
Kemasyamketan !




2 o I| | Kegnalez ... ... -

2 W9 Kagintan ..

2 < = idl.ng Pemberdgraan
' Mesvaraket

2 411 kFepiaran ... ... L

‘ . 4 |2 Kegidtanm ..oooveeeeenna

Gendahmsra Diessa oo

[Xaetywi Olch

Repala [Ins&a

BUPATI SUKAMARA,

1eed

WINDU SUBAGIO



